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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

a1 e )l alll g
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,
didampingi kuasa hukum Hidayat Amin, SH,. Advokat/
Pengacara, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Kie Raha
Maluku Utara, JI Ki Hajar Dewantara No. 256, RT.007/ RW.IV,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku
Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang
ojek, bertempat kediaman di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta

mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor
XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 13 Oktober 2017, telah mengajukan cerai
gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate pada
tanggal 16 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16
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Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate

Tengah;
2. bahwa setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di

Kelurahan Ngade kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pernikahan
Penguggat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang anak yakni Zahira Sandri,
perempuan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan

sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
3. bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat mulai terjadi tidak harmonis yakni pada 20 Juli 2015 penyebabnya

adalah :
a. bahwa Tergugat sering bermabuk-mabukan dan pulang

dalam keadaan mabuk dan pulang larut malam dan kebiasaan Tergugat

berlangsung tiap malam;
b. bahwa Tergugat lebih tertutup dengan keluarga

Penggugat bahkan untuk berkomunikasi atau hanya sekedar menanyakan

kabar;
C. bahwa kebiasaan Tergugat masih berlanjut bahkan

ketika Penggugat sedang hamil terjadi pertengkaran yang menyebabkan
pakaian Penggugat di buang oleh Tergugat, Tergugat memendang kursi dan
mengenai perut Tergugat, dan bahkan lebih parahnya Tergugat meminta
Penggugat mengembalikan mas kawin yang telah Tergugat beli untuk

pernikahan;
d. bahwa sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberikan

nafkah sejak Penggugat melahirkan dan bahkan Tergugat dan orang tua
Tergugat telah tidak hanya itu Tergugat malah menelantarkan Penggugat di

rumah sakit sakit ketika Penggugat di rawat di RSUD;
4, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan

Tergugat yang sangat memperhatikan, maka Penggugat tidak dapat
mempertahankan hubungan suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat), dan
Penggugat nyatakan “’cerai/pisah”;
Berdasarkan uraian Penggugat sebagaimana di uraikan dalam Permohonan ini,
Mohon Bapak Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan ,memutuskan sebagai berikut :
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1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Sughra Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Laraskthy Binti [Idham Hasan);
3. Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon Keadilan menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus
orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun
menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di
persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat
namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan
akan mencabut posita point 4 dan 5 serta petitum point 3 dan 4 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor XXX tanggal 25 September
2017 dari Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota
Ternate, yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,
sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Mei 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate, yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata
telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
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B. SAKSI:
1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota
Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat
adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan
sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebanya Tergugat mempunyai kebiasan buruk
suka mabuk, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan lama
baru kembali, Tergugat suka mencuri barang orang lain sehingga
membuat Penggugat malu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nurlita binti Idham Hasan, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Sales Telkomsel, tempat tinggal di Kelurahan Bastiong,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat
adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan
sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 tidak rukun lagi ;
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- bahwa penyebanya Tergugat mempunyai kebiasan buruk
suka mabuk, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan lama
baru kembali, Tergugat suka mencuri barang orang lain sehingga
membuat Penggugat malu ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2016 ;

- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan
mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai
jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar
pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari purusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada
diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat
tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya
secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan
alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1)
RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan
Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya
secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan

selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang
saksi;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan
Domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta

Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan
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antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan
Tergugat mempunyai kebiasan buruk suka mabuk, Tergugat sering pergi
meninggalkan Penggugat dan lama baru kembali, Tergugat suka mencuri barang
orang lain sehingga membuat Penggugat malu, serta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di
dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat
mempunyai kebiasan buruk suka mabuk, Tergugat sering pergi meninggalkan
Penggugat dan lama baru kembali, Tergugat suka mencuri barang orang lain
sehingga membuat Penggugat malu, serta Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di
dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2
Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka
terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
dan belum pernah bercerai ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasan buruk suka mabuk,
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan lama baru kembali, dan
Tergugat suka mencuri barang orang lain sehingga membuat Penggugat
malu ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2016;

- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk
rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan
sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan,
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan
tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara
keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak
utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor
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1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan
Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi
lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada
puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga
apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan
membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu
dihindari sesuai dengan gaedah fighiyah yang menyatakan:

o Lol | el (ole o 2dio 2uw laal s, 5
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan
dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa
talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata
ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara
gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan
kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan
Penggugat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan

petunjuk Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :
od 3> Y o]l

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama
kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan

gugurlah haknya” ;
dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :
all w il 2 ans o | lsisl sei i 0sld
Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi

ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan

berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan
Agama Ternate Tahun 2017 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :
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1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir

2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate
untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama
Ternate Tahun 2017 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.
Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal
Goraahe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, didampingi Hj. Andi Wanci, SH., MH. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Ismail Suneth, S.Ag.,M.H Drs. Hasbi, MH
ttd
Drs. Zainal Goraahe., M.H Panitera Pengganti
ttd

Andi Wanci, SH., MH.

Perincian biaya.:
1. biaya pencatatan =Rp 30.000.00

2. biaya proses =Rp 50.000.00
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3. biaya panggilan =Rp 165.000.00

4, biaya redaksi =Rp 5.000.00

5. biaya meterai =Rp 6.000.00
Jumlah =Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 20 November 2017

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH
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